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ABSTRAK 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan penyusunan 

anggaran partisipatif pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian 

Luar Negeri. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah observasi, 

wawancara, dan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metoda kualitatif yang dapat memberikan gambaran 

mengenai keadaan yang diteliti dan membandingkannya antara kondisi atau 

gambaran keadaan yang diteliti tersebut dengan indikator-indikator dalam teori 

anggaran partisipatif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyusunan anggaran partisipatif pada 

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler cenderung belum optimal dikarenakan 

masih adanya sikap tertutup atasan yang belum sepenuhnya menganggap 

pentingnya masukan dari bawahan selain itu juga komunikasi pembahasan 

anggaran antara pihak pemangku kepentingan dengan perencana anggaran yang 

masih belum sepenuhnya baik tercermin dari struktur anggaran yang cenderung 

sama setiap tahunnya.   

  

Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Penyusunan Anggaran 
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this study was to analyze the implementation of 

participatory budgeting at the Directorate General of Protocol and Consular 

Affairs at the Ministry of Foreign Affairs. The methods used in the research are 

observation, interviews, and literature study. The analytical method used in this 

study is a qualitative method that can provide an overview of the situation under 

study and compare it between the conditions or descriptions of the conditions 

under study with the indicators in participatory budgeting theory. 

The results showed that the participatory budgeting at the Directorate 

General of Protocol and Consular Affairs tends to be not optimal due to the 

closed attitude of superiors who have not fully considered the importance of input 

from subordinates in addition to budget discussion communication between 

stakeholders and budget planners which is still not fully well reflected in budget 

structure which tends to be the same every year. 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Capaian realisasi anggaran dalam suatu organisasi pemerintah seringkali 

dikaitkan dan menjadi indikator atas capaian kinerja organisasi dimana semakin 

tinggi realisasi anggaran pada suatu periode tahun anggaran, maka dapat dianggap 

bahwa kinerja organisasi tersebut sudah tercapai dengan baik. Begitu pula 

sebaliknya, jika realisasi anggaran rendah, maka dapat dianggap bahwa kinerja 

organisasi tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dikatakan demikian 

karena seyogyanya anggaran yang telah teralokasikan pada organisasi pemerintah 

sepenuhnya dapat diserap untuk tujuan pembangunan nasional. Jika anggaran 

telah tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), namun tidak 

dapat terserap dengan baik, maka impact yang diharapkan untuk dicapai dari 

penggunaan anggaran juga tidak optimal. 

Realisasi anggaran adalah salah satu metrik yang dapat digunakan untuk 

menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dijalankan pemerintah. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Indonesia setiap tahun 

adalah keterlambatan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran pada triwulan 

ke I relatif rendah, namun menjadi sangat tinggi pada triwulan ke IV. Dokumen 

DIPA harus direvisi karena adanya ketidaksesuaian pada saat tahap perencanaan 

anggaran di tahun sebelumnya. Akibat adanya perubahan jadwal pelaksanaan 

kegiatan dimana jadwal kegiatan pelaksanaannya harus dimundurkan/dimajukan 

menjadi penyebab utama perlu dilakukannya revisi anggaran. Hal ini secara tidak 

langsung akan berdampak pada penyerapan anggaran karena jika revisi anggaran 

dilakukan, maka pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan terlebih dahulu 

sampai dengan revisi anggarannya disetujui.  

Dari permasalahan kinerja anggaran yang kurang baik tersebut, salah satu 

faktor penyebabnya adalah kurang tepatnya penyusunan dan perencanaan 

anggaran yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya sehingga pada saat tahun 
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pelaksanaan anggaran terdapat beberapa perubahan kebijakan yang tidak dapat 

diakomodir dalam anggaran yang telah disusun atau ditetapkan. Anggaran yang 

telah direncanakan oleh organisasi harus dapat diukur, dinyatakan dalam unit 

moneter, dan untuk digunakan pada periode waktu tertentu dalam kerangka 

anggaran yang terdokumentasi. Proses penganggaran dapat dibagi menjadi dua 

jenis yaitu top-down dan bottom-up. Dalam proses penyusunan anggaran top-

down Manajemen puncak menyiapkan dan menyusun anggaran tanpa adanya 

keterlibatan manajemen yang lebih rendah. Karena manajer lini terlibat dalam 

penetapan anggaran organisasi, struktur penganggaran top-down sering dianggap 

tidak efektif. Lain halnya dengan proses penyusunan anggaran bottom-up dimana 

dalam penyusunan anggarannya membutuhkan partisipasi aktif dari semua 

manajer lini. Penyusunan anggaran partisipatif adalah istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan pendekatan penganggaran bottom-up ini. Proses 

penyusunan anggaran yang efisien adalah menggabungkan dua jenis 

penganggaran: penganggaran bottom-up dan top-down. Manajer yang lebih rendah 

dapat merancang dan mengajukan anggaran (bottom-up), sementara manajer atas 

melakukan pengarahan kebijakan anggaran serta menegakkan peraturan.  

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler adalah salah satu satuan kerja 

di bawah Kementerian Luar Negeri yang menerapkan penyusunan anggaran 

secara partisipatif. Pada penyusunan anggaran di satuan kerja Direktorat Jenderal 

Protokol dan Konsuler, seluruh pegawai pada tingkat manajerial dapat 

mengusulkan jumlah anggaran beserta target kinerjanya yang akan dicapai sebagai 

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan penetapan anggaran oleh top 

manajemen. Walaupun secara umum Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 

telah menerapkan penyusunan anggaran partisipatif namun masih terdapat 

permasalahan terkait kinerja anggaran yang belum berjalan secara baik dan 

optimal. Hal ini ditandai dari masih rendahnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) tahun 2021 terutama pada indikator kesesuaian perencanaan 

dengan pelaksanaan kegiatan. Indikator yang masih memiliki nilai rendah lainnya 

yaitu jumlah pengajuan revisi anggaran yang masih cukup signifikan, masih 
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tingginya deviasi antara rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dengan 

jumlah realisasi penarikan dana melalui penerbitan SP2D setiap bulannya, dan 

masih rendahnya realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2021. Masih 

rendahnya akurasi penyusunan anggaran pada Direktorat Jenderal Protokol dan 

Konsuler di tahun anggaran 2021 dapat diketahui dari jumlah notifikasi penetapan 

revisi anggaran yang mencapai hingga 17 kali pengajuan revisi DIPA. Data nilai 

IKPA mulai dari tahun 2017 s/d 2021 yakni antara lain : 

 

Tabel 1.1 

Nilai IKPA Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler  
dalam ribuan 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi Anggaran Kesesuaian Perencanaan 

Alokasi Realisasi % 
Notif. 

Revisi 
IKPA 

2017 117.874.291 112.098.626 95,10 7 kali 92,01 

2018 136.701.366 131.655.881 96,31 8 kali 90,79 

2019 125.047.058 109.086.229 87,24 9 kali 97,28 

2020 92.198.812 74.703.435 81,02 13 kali 94,29 

2021 50.208.532 46.934.791 93,48 17 kali 96,14 

Sumber: OMSPAN dan Smart Monev Kementerian Luar Negeri (2022) 

 

Berdasarkan tabel mengenai nilai IKPA Direktorat Jenderal Protokol dan 

Konsuler di atas alhasil bisa diperoleh jika pada tahun 2017 realisasi anggaran 

yaitu sebesar 95,10% dari alokasi anggaran dengan notif revisi sebanyak 7 kali 

dengan IKPA sebesar 92,01. Pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 96,31% 

dari alokasi anggaran dengan notif revisi sebanyak 8 kali dengan IKPA sebesar 

90,79. Pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar 87,24% dari alokasi anggaran 

dengan notif revisi sebanyak 9 kali dengan IKPA sebesar 97,28. Pada tahun 2020 

realisasi anggaran sebesar 81,02% dari alokasi anggaran dengan notif revisi 

sebanyak 13 kali dengan IKPA sebesar 94,29. Pada tahun 2021 realisasi anggaran 

sebesar 93,48% dari alokasi anggaran dengan notif revisi sebanyak 17 kali dengan 

IKPA sebesar 96,14. 



4 

 

Proses penyusunan anggaran pada Direktorat Jenderal Protokol dan 

Konsuler sebelum disahkan menjadi DIPA dilalui pada tahap awal proses 

penggangaran dimulai dari seluruh tingkat unit Eselon II mengusulkan sejumlah 

anggaran dan target kinerja yang akan dicapai di tahun berikutnya kepada 

Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian atas usulan 

tersebut KPA akan mempertimbangkan anggaran mana yang akan dilanjutkan 

usulannya untuk dibahas ke tingkat yang lebih tinggi. Walapun anggaran yang 

diusulkan dari masing-masing unit Eselon II merupakan hasil dari diskusi atau 

usulan tingkat unit eselon dibawahnya, pada faktanya tidak seluruh usulan 

tersebut dapat disetujui sepenuhnya dan diusulkan lebih lanjut untuk dibahas 

kedalam trilateral meeting (TM) antara Direktorat Jenderal Protokol dan 

Konsuler, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Terdapat beberapa atau 

sebagian usulan anggaran dan target kinerja yang diusulkan namun tidak disetujui 

oleh KPA. Hal ini disebabkan pada fakta bahwa usulan anggaran yang 

direncanakan biasanya disusun oleh sebuah pikiran seorang saja dan tidak 

berdasarkan dari hasil diskusi bersama antara penyusun anggaran dengan pejabat 

Eselon III. Akibat dari hal ini, struktur anggaran di Direktorat Jenderal Protokol 

dan Konsuler kerap selalu sama pada setiap tahunnya, namun pada saat tahun 

pelaksanaan kegiatan kewenangan penggunaan anggaran berada pada setiap 

tingkat Eselon III atau tingkat teknis yang tidak sertamerta mengikuti apa yang 

sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang sudah dibuat. 

Tantangan lainnya dalam penerapan penyusunan anggaran partisipatif 

pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yaitu munculnya pseudo-

participation. Pseudo-participation dapat diartikan sebagai partisipasi semu yang 

merupakan perilaku disfungsional dari manajer (atasan) yang belum terlalu 

memahami  pentingnya partisipatif dalam penyusunan anggaran. Atasan seolah-

olah memberikan kebebasan pada bawahan untuk memberikan input dalam proses 

penganggaran akan tetapi partisipasi tersebut diabaikan dalam keputusan akhir 

manajer. Hal ini membuat bawahan merasa tidak memiliki 

kontribusi signifikan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyusunan 
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anggaran sehingga partisipasi bawahan dianggap sebagai formalitas semata. 

Munculnya fenomena ini dapat terjadi akibat dari kurangnya komunikasi antara 

atasan dan bawahan serta tertutupnya sikap atasan terhadap masukan dari 

bawahan dan juga kurangnya motivasi atasan terhadap tujuan organisasi. 

Penyusunan anggaran partisipatif menjadi penting untuk mengatasi 

berbagai masalah dalam sistem perencanaan, salah satunya adalah ketidakcocokan 

antara kebutuhan pada tingkat manajemen atas dengan pelaksana kegiatan pada 

lini bawah. Penganggaran partisipatif memberikan kesempatan kepada seluruh 

pegawai untuk menyampaikan aspirasinya dalam hal penganggaran, karena 

pelaksana kegiatan pada tingkat teknis yang lebih memahami masalah yang ada di 

bidang pekerjaannya. Penganggaran partisipatif ini dapat diterapkan dalam 

pemerintahan sesuai tingkat dan kondisi atau karakteristik pemerintahan itu 

sendiri. 

Jika partisipatif dalam penyusunan anggaran pada Direktorat Jenderal 

Protokol dan Konsuler dapat sepenuhnya berjalan dengan baik, maka besar 

kemungkinan kualitas dari penyusunan anggaran dan kinerja dapat lebih optimal 

serta pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

bersama dan akhirnya akan berdampak pada tingkat usulan revisi anggaran yang 

dapat diminimalisir serendah mungkin yang akan membuat nilai IKPA dan kinerja 

organisasi menjadi lebih baik lagi. Selain itu juga akan berdampak terhadap 

berkurangnya fenomena pseudo-participation di bidang penyusunan anggaran 

yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. 

Berdasarkan observasi awal tersebut, peneliti berminat untuk mengkaji 

secara mendalam dan memaparkan permasalahan tersebut ke dalam penelitian ini 

dengan judul “Analisis Penerapan Penyusunan Anggaran Partisipatif Pada 

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri”. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan hasil pengamatan awal oleh peneliti, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya adanya fakta bahwa tingkat 

pengusulan revisi anggaran yang tinggi di Direktorat Jenderal Protokol dan 
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Konsuler dapat berpengaruh terhadap capaian realisasi anggaran yang 

mengakibatkan penurunan nilai IKPA dan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Tingginya pengusulan revisi anggaran di Direktorat Jenderal Protokol dan 

Konsuler disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya ketidaksesuaian 

antara anggaran yang telah disusun dalam tahun perencanaan dengan anggaran 

yang digunakan pada saat tahun pelaksanaan. Salah satu penyebab 

ketidaksesuaian pada penyusunan anggaran ini akibat dari masih rendahnya 

tingkat pemahaman pada lini atasan  mengenai pentingnya partisipatif dalam 

penyusunan anggaran sehingga nilai IKPA sebagai cerminan dari nilai kinerja 

organisasi belum dapat dicapai maksimal.  

 Dalam penerapan penyusunan anggaran partisipatif pada Direktorat Jenderal 

Protokol dan Konsuler juga muncul fenomena yang disebut dengan istilah pseudo-

participation atau parisipasi semu dari atasan yang terjadi akibat dari kurangnya 

komunikasi antara atasan dan bawahan serta tertutupnya sikap atasan terhadap 

masukan dari bawahan. Partisipasi semu ini dapat mengakibatkan bawahan 

kurang mempunyai tanggungjawab moral dalam proses penganggaran sehingga  

hasil akhir dari proses penyusunan anggaran yaitu DIPA mempunyai struktur 

anggaran yang relatif selalu sama setiap tahunnya. 

C. Rumusan Permasalahan 

Dengan latar belakang tersebut di atas, perlu diidentifikasi permasalahan 

secara garis besar yang selanjutnya menjadi acuan penelitian ini, sehingga 

demikian rumusan masalah yang ada yaitu : 

1. Mengapa penerapan penyusunan anggaran partisipatif pada Direktorat 

Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri belum optimal ? 

2. Bagaimana model penyusunan anggaran partisipatif yang tepat untuk 

diterapkan pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar 

Negeri ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan permasalahan tersebut, tujuan yang akan dicapai pada 

penelitian ini yaitu : 
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1. Guna menganalisis dan menjelaskan mengapa belum optimalnya penerapan 

penyusunan anggaran partisipatif pada Direktorat Jenderal Protokol dan 

Konsuler. 

2. Guna memberikan masukan terkait dengan model penyusunan anggaran 

partisipatif yang lebih tepat untuk dapat diterapkan pada Direktorat Jenderal 

Protokol dan Konsuler. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu antara lain : 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa dipakai guna memperbanyak khazanah 

Ilmu Manajemen Keuangan Negara khususnya dalam kajian tentang 

penerapan penyusunan anggaran partisipatif dalam lingkup Kementerian. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini pula diharapkan bisa menawarkan manfaat lain, yaitu 

antara lain : 

a) Bagi Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 

Temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan 

positif tentang penerapan penyusunan anggaran partisipatif untuk 

dapat memaksimalkan dalam menjalankan tugas dan 

bertanggungjawab dalam pada penyusunan anggaran secara teknis 

dan operasional untuk meningkatkan keberhasilan Direktorat 

Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dalam 

mencapai tujuannya. 

b) Bagi Akademisi  

Temuan penelitian ini dapat disumbangkan ke perpustakaan sebagai 

buah pengetahuan yang digunakan sebagai bahan pembanding bagi 

akademisi pada saat mereka menyiapkan karya ilmiah tentang 

masalah yang sama guna memperluas wawasan. 
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A. Simpulan 

Sesuai dengan temuan penelitian dan pembahasan tentang analisa 

penerapan penyusunan anggaran partisipatif pada Direktorat Jenderal Protokol 

dan Konsuler dan menyandingkan dengan realitas yang ada di lapangan, maka 

didapat kesimpulan yaitu : 

1. Penerapan penyusunan anggaran partisipatif pada Direktorat Jenderal 

Protokol dan Konsuler yaitu sebagai berikut :  

a. Pada keterlibatan dalam pengaturan dan penyusunan anggaran yaitu 

keterlibatan peran baik atasan maupun bawahan dalam penyusunan 

anggaran terutama para pejabat yang terkait dalam fungsi penyusunan 

penyusunan anggaran partisipatif termasuk besar karena telah mencapai 

sekitar 80% dari total jumlah pegawai yang ikut berpartisipasi. 

b. Pada alasan logis yang diberikan oleh atasan dalam merevisi anggaran 

yaitu dengan situasi pandemi yang masih dihadapi pada tahun 2021 maka 

telah diadakan beberapa kali perubahan anggaran untuk menghadapi 

dampak situasi pandemi. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 

tercatat telah mengajukan sebanyak 17 kali usulan revisi anggaran dalam 

hal pergeseran anggaran baik itu berupa penambahan maupun 

pengurangan pagu alokasi anggaran serta pergeseran anggaran antar jenis 

belanja.  

c. Pada frekuensi diskusi terkait anggaran yang ingin diusulkan yaitu 

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler memiliki tugas di bidang 

pelayanan publik. Terdapat beberapa hal seperti bencana/perang/musibah 

yang dapat terjadi secara mendadak, hal tersebut menjadi penyebab 

tingginya frekuensi diskusi terkait anggaran yaitu karena seringnya 

terjadi revisi di tengah jalan. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 

Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian dengan 
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frekuensi diskusi yang tinggi dikarenakan seringnya terjadi permasalahan 

dalam penyusunan anggaran yaitu revisi anggaran akibat dari hal-hal 

yang tidak terduga. 

d. Pada besarnya pengaruh dalam finalisasi anggaran yaitu untuk 

pelaksanaan koordinasi secara vertikal dan horizontal, para staf level 

bawah maupun pimpinan sudah cukup lama mengerjakan penyusunan 

anggaran sehingga mereka mengetahui apa yang mereka kerjakan.  

e. Pada pentingnya kontribusi dalam penyusunan anggaran yaitu 

berdasarkan struktur dan organisasi di Direktorat Jenderal Protokol dan 

Konsuler terdapat level yang resmi maupun yang belum resmi. Pada level 

Kepala Bagian Perencanaan Anggaran harus melakukan 

pertanggungjawaban dengan cara mendorong, membimbing, dan 

mendampingi para pegawai tersebut.  

f. Pada frekuensi atasan meminta opini ketika anggaran sedang disusun 

yaitu dengan adanya atasan yang berpengalaman maka tidak perlu belajar 

mulai dari awal mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam 

penyusunan anggaran. Arahan-arahan yang jelas yang diberikan oleh 

atasan dan disambut dengan bawahan yang juga sama-sama menguasai 

dalam penyusunan anggaran yang pada akhirnya membuat proses dalam 

penyusunan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.  

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan anggaran partisipatif 

pada  Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yaitu sebagai berikut : 

1. Pada faktor pendukung yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh para 

pegawai yang sudah cukup lama bekerja menangani penyusunan 

anggaran sehingga mereka telah mengetahui apa yang mereka kerjakan, 

seperti apa nanti prosesnya, kapan mereka mendapatkan anggaran sekian. 

Hal-hal tersebut sangat berpengaruh signifikan dalam penyusunan 

anggaran. Selain itu, pada pegawai baru yang baru masuk bekerja di 

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler juga berpengaruh karena 

mereka dapat cepat belajar. Baik pegawai yang baru maupun pegawai 
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yang sudah berpengalaman dapat mendukung dalam penerapan 

penyusunan anggaran partisipatif karena selalu ada diskusi-diskusi positif 

dalam penyusunan anggaran 

2. Faktor penghambat dalam penyusunan anggaran partisipatif yaitu adanya 

kebijakan pemerintah terkait dengan refocussing kegiatan dan realokasi 

anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 sehingga para 

pegawai harus menyusun anggaran kembali dari awal. Hal ini sebenarnya 

kurang baik karena perencanaan dalam penyusunan anggaran yang telah 

dilakukan akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Pemotongan anggaran 

tersebut dilakukan karena harus disisihkan untuk kegiatan yang lebih 

penting. Selain itu juga terdapat faktor lain yang menjadi penghambat 

diantaranya adalah belum terpenuhinya SDM sesuai peta jabatan yang 

ada serta sikap tertutup atasan tingkat atasan yang belum 

mempertimbangkan masukan dari bawahannya terkait penyusunan 

anggaran. 

3. Sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan bahwasanya masih adanya 

kelemahan dalam penerapan penyusunan anggaran partisipatif yaitu indikator 

keterlibatan dalam pengaturan dan penyusunan anggaran masih belum 

optimal dikarenakannya masih adanya ego sektoral dalam pembahasan 

diskusi di tingkat unit Eselon II. 

 

B. Saran 

Sesuai dengan temuan penelitian tersebut, alhasil peneliti bisa 

menyerahkan saran-saran yang bertujuan guna lebih meningkatkan penerapan 

penyusunan anggaran partisipatif pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. 

Temuan penelitian ini bisa digunakan oleh para penyusun anggaran sebagai salah 

satu pedoman dalam menyusun anggaran di Direktorat Jenderal Protokol dan 

Konsuler. Beberapa saran yang peneliti berikan yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam menangani permasalahan terkait penerapan penyusunan anggaran 

partisipatif pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, para penyusun 
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anggaran perlu lebih meningkatkan keterlibatannya dalam penyusunan 

anggaran dengan lebih dapat menerjemahkan arahan yang diberikan oleh 

atasan dengan baik dan lebih banyak memberi masukan serta usulan agar 

proses penyusunan anggaran bisa terlaksana dengan baik dan lancar terutama 

dalam berbagai situasi tidak terduga saat ini agar tidak terlalu banyak 

dilakukan revisi anggaran untuk menghadapi berbagai dampak dari situasi 

tidak terduga tersebut. Baik atasan maupun bawahan perlu lebih sering 

mengadakan diskusi terkait proses penyusunan anggaran dan melakukan 

koordinasi dengan baik baik secara internal maupun eksternal untuk dapat 

mendukung kecepatan dalam bekerja agar atasan dan bawahan lebih 

memahami tugas yang harus mereka selesaikan berdasarkan tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing. Pada pegawai baru yang masih belum terlalu 

memahami mengenai tugas dalam pekerjaannya maka menjadi tugas Kepala 

Bagian Perencanaan Anggaran untuk perlu lebih sering memberikan 

bimbingan, dorongan, kaidah, dan pendampingan kepada pegawai tersebut. 

Para atasan juga perlu untuk memberikan dukungan kepada para pegawainya 

agar para pegawai lebih merasa termotivasi untuk mengerjakan tugasnya 

terkait penyusunan anggaran dengan baik.  

2. Dalam menangani faktor penghambat dalam penyusunan anggaran partisipatif  

pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, peneliti memberikan saran 

kepada para pemangku kepentingan diantaranya yaitu: 

a. Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait refocussing kegiatan dan 

realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 para 

pelaksana kegiatan harus mempunyai sikap realistis dalam memilah 

kegaiatan yang akan dilaksanakan dalam masa pandemi ini, mengingat 

terbatasnya anggaran yang sebagian besar direalokasi untuk penanganan 

Pandemi Covid-19, jika terdapat kegiatan yang diproyeksikan tidak dapat 

dilaksanakan dalam tahun berjalan sebaiknya alokasi anggaran yang ada 

untuk mendukung kegiatan tersebut direalokasi kepada kegiatan yang lain 

yang lebih prioritas; 
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b. Mempersiapkan SDM sesuai peta jabatan yang ada dan membuat road 

map rencana mutasi pegawai yang memadai sehingga tidak terjadi 

kekosongan formasi jabatan akibat adanya tingkat mutasi yang tinggi di 

Kementerian Luar Negeri;  

c. Memberikan pemahaman kembali kepada para pemangku kepentingan 

serta pegawai baik level atas dan bawah mengenai pentingnya partisipasi 

dalam penyusunan anggaran guna menghasilkan kinerja manajerial yang 

baik, melalui tingkat penyusunan anggaran partisipatif yang tinggi dalam 

penyusunan anggaran diaharapkan akan terwujud proses penganggaran 

yang berkualitas dan meminimalisir jumlah revisi pada tahun anggaran 

berjalan. 
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